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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Pengertian Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) 

“Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja  menurut Edwin B. Flippo 

(1995), adalah pendekatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan 

bersifat (spesifik), penentuan kebijakan pemerintah atas praktek-praktek 

perusahaan di tempat-tempat kerja dan pelaksanaan melalui surat panggilan, 

denda dan hukuman-hukuman lain.” 

“Secara filosofis, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) diartikan 

sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan jasmani maupun 

rohani tenaga kerja, pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan 

budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Sedangkan secara keilmuan K3 

diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha 

mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. (Forum, 

2008, edisi no.11)” 

“Keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk pencegahan 

kecelakaan seperti cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja 

dalam hubungannya dengan perlindungan tenaga kerja adalah salah satu segi 

penting dari perlindungan tenaga kerja. (Suma’mur, 1992)” 

“Keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik-baiknya akan membawa 

iklim yang aman dan tenang dalam bekerja sehingga sangat membantu hubungan 

kerja dan manajemen. (Suma’mur, 1992)” 
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 “Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993 adalah keselamatan dan kesehatan 

kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang 

lainnya di tempat kerja /perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta 

agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.” 

  “Konsep dasar mengenai keselamatan dan kesehatan  kerja adalah perilaku 

yang tidak aman karena kurangnya kesadaran pekerja dan kondisi lingkungan 

yang tidak aman”. (http://ohsas-18001-occupational-health-and-safety. com). 

 
2.2. Pengertian Peralatan Perlindungan Diri 

“Kesehatan dan keselamatan kerja adalah dua hal yang sangat penting. 

Oleh karenanya, semua perusahaan kontraktor berkewajiban menyediakan semua 

keperluan peralatan/perlengkapan perlindungan diri atau Personal Protective 

Equipment (Ervianto, 2005, hal 199).” 

“Kontrol manajemen konstruksi dapat mengurangi ataupun mengeliminasi 

kondisi rawan kecelakaan. Walaupun teknik manajemen dapat menjamin 

keselamatan, tetapi akan lebih aman jika digunakan Alat Perlindungan Diri 

(APD). Jika kecelakaan tetap terjadi setelah kontrol manajemen konstruksi 

diterapkan, yang harus diperhatikan adalah mengkaji kelengkapan keamanan dan 

keselamatan. Peralatan keamanan menyediakan keamanan dalam bekerja, jika 

peralatan ini tidak berfungsi dengan baik, maka  resiko terjadi kecelakaan pada 

pekerja besar (Charles A. W, 1999, hal 401).” 

“Beberapa bentuk dari peralatan perlindungan diri telah memiliki standar 

di proyek konstruksi dan tersedia di pabrik ataupun industri konstruksi. Helm 
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pelindung dan sepatu merupakan peralatan perlindungan diri yang secara umum 

digunakan para pekerja untuk melindungi diri dari benda keras. Di beberapa 

industri, kacamata pelindung dibutuhkan. Kelengkapan peralatan perlindungan 

diri membantu pekerja melindungi dari kecelakaan dan luka-luka, (Charles A. W, 

1999, hal 401)” 

“Beberapa faktor yang mempengaruhi pekerja enggan menggunakan 

peralatan perlindungan diri antara lain : 

a.  Sulit, tidak nyaman, atau mengganggu untuk digunakan. 

b.  Pengertian yang rendah akan pentingnya peralatan keamanan. 

c.  Ketidakdisiplinan dalam penggunaan. 

 (Charles A. W, 1999, hal 403).” 

“Alat pelindung diri guna keperluan kerja harus diidentifikasi, kondisi 

dimana alat pelindung diri harus  dikenakan, harus ditentukan, dan direncanakan 

secara sesuai, serta dirancang meliputi training dan pengawasan untuk tetap 

terjamin (http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/ )”. 

 
2.3. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Beberapa pendapat para ahli tentang tujuan dari keselamatan dan 

kesehatan kerja antara lain : 

 ”Menurut  Gary J. Dessler (1993), untuk sedapat mungkin memberikan 

jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat kepada setiap pekerja dan untuk 

melindungi sumber daya manusia.”  

 ”Menurut Suma’mur  (1992), tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja 

adalah : 
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a) Melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan 

pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja. 

b) Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. 

c) Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.” 

”Menurut pendapat Suma’mur  (1992), menyebutkan bahwa dalam aneka 

pendekatan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain akan diuraikan 

pentingnya perencanaan yang tepat, pakaian kerja yang tepat, penggunaan alat-

alat perlindungan diri, pengaturan warna, tanda-tanda petunjuk, label-label, 

pengaturan pertukaran udara dan suhu serta usaha-usaha terhadap kebisingan.” 

”Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993, 

tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah mewujudkan masyarakat dan 

lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, sehingga akan tercapai ; suasana 

lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dengan keadaan tenaga kerja 

yang sehat fisik, mental, sosial, dan bebas kecelakaan.”  

 

2.4. Pengertian Konstruksi 

Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun 

prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi 

juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau 

pada beberapa area.Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai satu pekerjaan, 

tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan satuan kegiatan yang terdiri dari 

beberapa pekerjaan lain yang berbeda (http://id.wikipedia.org). 

Pada umumnya kegiatan konstruksi diawasi oleh manajer proyek, insinyur 

disain, atau arsitek proyek. Orang-orang ini bekerja didalam kantor, sedangkan 
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pengawasan lapangan biasanya diserahkan kepada mandor proyek yang 

mengawasi buruh bangunan, tukang kayu, dan ahli bangunan lainnya untuk 

menyelesaikan fisik sebuah konstruksi. 

Dalam melakukan suatu konstruksi biasanya dilakukan sebuah 

perencanaan terpadu. Hal ini terkait dengan metode menentukan besarnya biaya 

yang diperlukan, rancang-bangun, dan efek lain yang akan terjadi seperti peralatan 

penunjang K3 saat pekerjaan konstruksi dilakukan. Sebuah jadwal perencanaan 

yang baik akan menentukan suksesnya sebuah pembangunan terkait dengan 

pendanaan, dampak lingkungan,ketersediaan peralatan perlindungan diri, 

ketersediaan material bangunan, logistik, ketidak-nyamanan publik terkait dengan 

adanya penundaan pekerjaan konstruksi, persiapan dokumen dan tender, dan lain 

sebagainya.  

Bidang konstruksi adalah suatu bidang produksi yang memerlukan 

kapasitas tenaga kerja dan tenaga mesin yang sangat besar, bahaya yang sering 

ditimbulkan umumnya dikarenakan faktor fisik. (http://www.iosh.gw.tw ) 

 
2.5. Sistem Manajemen K3 (PERMEN 05 / MEN / 1996) 

Sistem manajemen K3 adalah bagian sistem manajemen yang 

meliputi organisasi, perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan , prosedur 

proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan , penerapan, 

pencapaian, pengkajian, pemeliharaan, kebijakan K3 dalam rangka 

pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar tercipta 

tempat  kerja yang aman dan produktif. 
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2.6. Tujuan dan Sasaran Sistem Manajemen K3 

Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 adalah menciptakan suatu 

sistem kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur 

manajemen , tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegerasi dalam 

rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta 

terciptanya tempat kerja yang nyaman dan efisien. 

 
2.6.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi 

Masalah kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan salah 

satu aspek perlindungan tenaga kerja yang sekaligus melindungi aset 

perusahaan. Hal ini tercermin dalam pokok-pokok pikiran dan 

pertimbangan dikeluarkannya undang-undang No.1 tahun 1970 tentang 

keselamatan kerja yaitu bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan 

perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan, dan setiap 

orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula 

keselamatannya serta sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan 

secara aman dan efisien , sehingga proses kerja berjalan lancar ( Aditama, 

2006 ) 

Standar dan prosedur keselamatan yang tinggi adalah sasaran yang 

ingin dicapai dengan sepenuh tenaga seperti sasaran manajemen lainnya. 

Tujuan kebanyakan proyek pembangunan adalah meningkatkan 

kesejahteraan umum penduduk dari Negara yang bersangkutan, dengan 

memelihara aspek-aspek pendukung dalam penyelenggaraan proyek; 

mulai dari pekerja, alat bantu kerja sampai dengan material konstruksi. Hal 
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tersebut menimbulkan asumsi yang sewajarnya apabila peningkatan 

kinerja dan optimalisasi prosedur K3 dapat dimulai dari penyediaan alat 

perlindungan diri yang tepat bagi pekerja konstruksi, agar kesehatan dan 

keselamatan mereka tetap terpelihara dengan baik. 

  
2.6.2. Penerapan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Masalah keselamatan kerja, merupakan masalah yang selalu 

menarik untuk dibicarakan. Perlu adanya kesadaran mengenai keselamatan 

kerja sebab pada kenyataannya tidak sedikit pelaku konstruksi yang belum 

menyadari pentingnya keselamatan kerja. Bahkan masih banyak 

pengusaha yang beranggapan bahwa penyediaan alat keselamatan kerja 

bagi pekerja hanya sekedar pemenuhan peraturan saja, tanpa 

mempertimbangkan segi ketepatan penggunaannya bagi pekerja konstruksi 

di Indonesia. Selain dari faktor pelaku konstruksi, ternyata masih banyak 

pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri dalam kerja dengan alasan 

faktor kenyamanan alat ( http://www.buletin12.co.id ). 

Oleh karena itu, dengan mempelajari ketepatan produk peralatan 

K3 yang ada di Indonesia dengan baik, kesesuaian antara produk tersebut 

dengan kondisi fisik pekerja Indonesia dapat lebih diperhatikan. 

Kebijakan DEPNAKER di bidang K3 menganjurkan bahwa 

pendekatan preventif dari aspek K3 dapat dimulai dari pemilihan teknologi 

dan prosedur penerapan yang baik ( Aditama, 2006 ). 
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2.6.3. Komitmen Manajemen 

Komitmen Manajemen adalah faktor yang sangat penting untuk 

dapat terlaksanannya K3 di perusahaan dengan wujud adanya ketentuan 

tertulis mengenai kebijakan (policy) perusahaan terhadap K3 ( Aditama, 

2006 ). 

 

 

 


